BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 95
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu. dilakukan
perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah;




Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor G5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);




Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 72),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 95) diubah sebagai
berikut :




1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan
dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk
elektronik.

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang
tindih pendanaanya dengan anggaran pendapatan dan
belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(3) Tumpang tindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaknai penyedian setiap keping blanko kartu tanda
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana
yaitu APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja
negara.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 27

(1) Penerima belanja hibah wajib menggunakan hibah sesuai
NPHD dan/atau perubahan NPHD.

(2) Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang
diterima kepada pihak lain.

(3) Penerima belanja hibah wajib mengembalikan dana hibah
yang tidak digunakan dan/atau sisa anggaran terhadap
kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan
akhir tahun anggaran, dikecualikan terhadap penggunaan
sisa dana hibah untuk pendanaan pengamanan pemilukada,
tahun berikutnya penerima hibah wajib menyampaikan
Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah evaluasi dan
disahkan oleh SKPD terkait kepada PPKD.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 29

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pt'ertanggunawaban penggunaan  hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:

a. penggunaan hibah berupa uang, meliputi:

1. laporan penggunaan hibah;




2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan
bahwa hibah berupa uang yang diterima telah
digunakan sesuai dengan NPHD;

3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

4. bukti setoran ke kas daerah atas sisa dana yang tidak
dipergunakan oleh penerima hibah, dikecualikan
penerima hibah untuk pendanaan pengamanan
pemilukada dengan bukti registrasi penerimaan hibah
bagi hibah untuk pemerintah.

b. penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
1. laporan penggunaan hibah;

2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan
bahwa hibah berupa barang atau jasa yang diterima
telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.

(2a) SKPD melakukan verifikasi terhadap surat
pertanggungjawaban (SPJ) Penerima hibah berupa uang dan
menyampaikan laporan penggunaannya kepada Bupati
melalui PPKD dengan melampirkan surat pernyataan telah
melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah.

(3) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan
keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b
angka 1.

(4) Penerima hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atau salinan bukti
serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti
serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Format pertanggungjawaban penggunaan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan 2
dan huruf b angka 1 dan 2 tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.




4. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran
2019 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman
pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 95
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2020
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020
Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

.
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H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

—N.
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H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 72




